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Ringkasan

Judul: Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika

dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Tesis ini mengkaji kewenangan kejaksaan dalam menghentikan perkara tindak
pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini
menekankan rehabilitasi medis dan sosial sebagai solusi yang lebih humanis
dibandingkan sanksi pidana penjara. Hal ini relevan dengan prinsip negara hukum
Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam

Pasal 28H UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan doktrinal, dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menganalisis regulasi dan
doktrin yang relevan. Penulis menyoroti tantangan penerapan keadilan restoratif,
seperti ketidakadilan dalam akses rehabilitasi, stigma sosial, dan lemahnya

integritas aparat penegak hukum.

Kesimpulan tesis ini menegaskan bahwa sistem punitif berupa hukuman penjara
belum efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika, sehingga diperlukan
reorientasi kebijakan pidana menuju rehabilitasi. Tesis ini merekomendasikan
penguatan kerangka hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kerja sama
antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung rehabilitasi

pengguna narkotika.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan keadilan
restoratif dalam penghentian perkara tindak pidana narkotika, serta
mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya. Pendekatan
keadilan restoratif menempatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif
yang lebih humanis dibandingkan hukuman penjara, sejalan dengan prinsip negara
hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penelitian hukum normatif dan doktrinal ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis isu hukum terkait. Hasil
penelitian = menunjukkan bahwa sistem punitif tidak hanya menyebabkan
overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memunculkan stigma sosial
yang menghambat pemulihan pelaku. Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai
dominus litis dalam menerapkan keadilan restoratif, namun efektivitasnya sangat
bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum, revisi UU
Narkotika, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan kolaborasi antara pemerintah,
masyarakat, dan keluarga untuk mendukung pemulihan pelaku penyalahgunaan
narkotika. Kampanye publik juga diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap

pengguna narkotika, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Kata Kunci: keadilan restoratif, kewenangan jaksa, tindak pidana narkotika,

rehabilitasi, penegakan hukum.



Abstract

The objective of this study is to analyze how the restorative justice approach is
applied in ending drug crime cases and to identify challenges and solutions in its
implementation. The restorative justice approach prioritizes medical and social
rehabilitation as a more humane alternative to imprisonment, in line with the
principles of a state of law that upholds human rights.

To analyze related legal issues, this normative and doctrinal legal research
employs a legislative and conceptual approach. The study's findings indicate that
the punitive system not only overburdens correctional facilities but also creates a
social stigma that hinders the recovery of offenders. The Prosecutor's Office's
strategic role as dominus litis in restorative justice implementation is largely
determined by the integrity and professionalism of law enforcement officers.

This study suggests that the legal framework should be strengthened, the
Narcotics Law should be revised, rehabilitation facilities should be improved, and
collaboration between the government, society, and families should be established
to help drug abusers recover. Public campaigns are necessary to decrease the stigma

against drug users, allowing them to be accepted back into society.

Keywords: restorative justice, prosecutor's authority, narcotics crimes,

rehabilitation, law enforcement.
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